SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN

Menimbang

KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah  terhadap Pegawai Negeri bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian
Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga

perlu dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian

Daerah.

bahwa . ..



Mengingat

1.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan

Kerugian Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang . . .



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

8. Peratuan . ..



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor S Tahun

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten

Serang Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Menetapkan

dan

BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN
DAERAH.

Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan
Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku

Pasal 2 . ..



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 November 2023
BUPATI SERANG,

ttd
RATU TATU CHASANAH
Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
ttd
NANANG SUPRIATNA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN:
(50/2023);

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011




PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 10

TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
KERUGIAN DAERAH

UMUM

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara/daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain telah mengatur ketentuan mengenai
penyelesaian kerugian negara dan daerah. Selanjutnya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain tersebut, pada Pasal 56 mengamanatkan
bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah”. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh
pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
Penggantian kerugian negara/daerah tersebut perlu segera dilakukan
untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang.
Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang,
surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.
Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Satuan Kerja perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi
kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian daerah dilakukan oleh

pejabat penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya menugaskan



TPKD untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Bahwa
dalam rangka menindaklanjuti Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain, yang mengatur bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti
kerugian daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
perlu dicabut dan Pemerintah Kabupaten Serang perlu membuat
Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara

pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.

II. Pasal Demi

Pasal
III. Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 112
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